PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/2/PBI/2009
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005
TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa untuk menghadapi dampakskkisuangan global
dan dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil,
diperlukan peran yang lebih besar dari perbankalalme
pembiayaan kepada dunia usaha;
bahwa untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan
pembiayaan pada kondisi krisis Bank perlu menirgiat
efisiensi dengan tetap menerapkan manajemen nysikg
memadai;
bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi antama la
dilakukan dengan meninjau pengaturan mengenai
penetapan kualitas aktiva, cara perhitungan agunan
sebagai pengurang penyisihan penghapusan aktiva dan

penetapan properti terbengkalai;

d. bahwa...



Mengingat:

1.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipestuk
perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992aten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubahaseng
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubakHiera
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pénggan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tgntan
Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4962);

3. Peraturan...



Menetapkan:
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraBagah
Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAAN
KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank IndonesmoN 7/2/PBI/2005

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (LenamamNegara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaraganfde Republik

Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diubalkhieraengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 (Lembaran Neddepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rkpuidonesia
Nomor 4716) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...
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1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagéut:
Pasal 35

(1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atgskatepembayaran
pokok dan/atau bunga, untuk:

a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikdah o
setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satweg dengan
jumlah kurang dari atau sama dengan Rpl1.000.00@008atu
milyar rupiah);

b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikieth setiap
Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menéndangan
jumlah:

1) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupig@mpai
dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar ryplegi

Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) memiliki  predikat penilaian  kecukupan  sistem
pengendalian risikori{sk control system) untuk risiko
kredit “sangat memadai’sifong);

b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan
ketentuan yang berlaku; dan

c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank
paling kurang 3 (PK-3).

2) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupisampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupisdyi

Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) memiliki ...
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a) memiliki  predikat penilaian  kecukupan  sistem
pengendalian risiko untuk risiko kredit “dapat diatkan”
(acceptable);

b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan
ketentuan yang berlaku; dan

c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank
paling kurang 3 (PK-3).

c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur alerigkasi
kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengaahukarang
dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satamnipiah).

(2) Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalgkoriuntuk risiko
kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingka&tsehatan Bank
yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit ganyediaan dana
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hudiddsarkan pada
penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kedaaiak pada tiap
semester.

(3) Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistemepelagjan risiko
untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat koogit tingkat
kesehatan Bank dalam penilaian kualitas Kredit plemyediaan dana
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufildkukan
sebagai berikut:

a. penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana laniulan
Januari sampai dengan Juni menggunakan predikataijpen
kecukupan sistem pengendalian risiko untuk ridkedit, rasio
KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank

selambat-lambatnya posisi bulan September; dan

b. penilaian...
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b. penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana ja@noulan Juli
sampai dengan Desember menggunakan predikat penilai
kecukupan sistem pengendalian risiko untuk ridkedit, rasio
KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank
selambat-lambatnya posisi bulan Maret.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horufdak
diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana jannyang
diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Mikro, Ketan Menengah
dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (sailyam rupiah)
yang merupakan:

a. Kredit yang direstrukturisasi; dan/atau

b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debituesanbBank.

(5) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasibagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukandsarkan ketentuan
dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.

(6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikarardalprinsip
perkreditan yang sehat, Bank Indonesia dapat mekeata penilaian
kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bakkpada debitur
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diothksada
ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian saimagna dimaksud
dalam Pasal 10.

2. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagéuit:
Pasal 40

(1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapamadap Properti
Terbengkalai yang dimiliki.

(2) Penetapan..



(2)

3)

(4)

-7 -

Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimhglesia ayat (1)
wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.

Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari syabperti yang
digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayortidak

digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari spidperti secara
mayoritas, maka bagian properti yang tidak digunakatuk kegiatan
usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengksdgcara

proporsional.

Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 ($&sal yakni Pasal 47A

yang berbunyi sebagai berikut:

1)

(@)

Pasal 47A

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai penguiRAggenilaian

agunan paling kurang dilakukan oleh:

a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam P3&al
ayat (7) bagi Aktiva Produktif kepada debitur atidalompok
Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.0DqJ0na
milyar rupiah);

b. penilai intern Bank bagi Aktiva Produktif kepada bder

atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan

Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksudagatél) wajib

dilakukan sejak awal pemberian Aktiva Produktif.

4. Ketentuan...
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4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagéut:
Pasal 48

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai y@amg dalam
pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkarursa
efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasiling tinggi
sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yeangatat di
bursa efek pada akhir bulan;

b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tetmgaal,
paling tinggi sebesar:

1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila

a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,0
(lima milyar rupiah) dan penilaian oleh penilai
independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan
terakhir; atau

b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan peaila
oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belagan
terakhir atau penilaian oleh penilai independeakdikan
dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir.

2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila:

a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,0
(lima milyar rupiah) dan penilaian yang dilakukalelo
penilai independen telah melampaui 18 (delapanshpela
bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat)

bulan terakhir; atau

b) untuk ...
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untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan peaia

yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui
12 (dua belas) bulan namun belum melampaui
18 (delapan belas) bulan terakhir atau penilaiagh ol

penilai independen dilakukan telah  melampaui
18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui

24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila:

a)

b)

untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,0
(lima milyar rupiah) dan penilaian oleh penilai
independen telah melampaui 24 (dua puluh empagnbul
namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhi
atau

untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan peaiia
yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui
18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui
24 (dua puluh empat) bulan terakhir atau penilgiang
dilakukan oleh penilai independen telah melampaui
24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui

30 (tiga puluh) bulan terakhir.

4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila:

a) untuk ...
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a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,0
(lima milyar rupiah) dan penilaian yang dilakukalelo
penilai independen telah melampaui 30 (tiga puhuhian

terakhir; atau

b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan peaila

yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui

24 (dua puluh empat) bulan terakhir atau penilgiang

dilakukan oleh penilai independen telah melampaui

30 (tiga puluh) bulan terakhir.

c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggesin yang

dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesdea,

kapal laut, resi gudang, dan persediaan palingjtisgpesar:

1)

2)

3)

70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabdailaian
dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;

50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apapéailaian
yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bokmun
belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;

30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apapédailaian

yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belaganb

namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan

terakhir; atau

4) 0% ...
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4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila pemlayang
dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) rbula
terakhir.

(2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalain téaapat
beberapa penilaian terhadap suatu agunan untus gasig sama baik
yang dilakukan oleh penilai independen maupun geimitern.

(3) Bank Indonesia dapat menetapkan nilai agunan yaagatd
diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendahpnetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bekdasa

pertimbangan pengawasan.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagéaut:
Pasal 49

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai y@amg dalam
pembentukan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasdila4d@ng
melebihi nilai pengikatan agunan.

(2) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai y@amg dalam
pembentukan PPA ditetapkan berdasarkan nilai tatrendntara
perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Bydengan

nilai pengikatan agunan.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagéaut:
Pasal 73

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketergebagaimana

diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5,alBasPasal 7, Pasal 9,

Pasal 13...
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Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, PasalaB33)y Pasal 34,
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasab4al #, Pasal 47,
Pasal 47A, Pasal 49, Pasal 50 ayat P&sal 51, Pasal 52, Pasal 53,
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasahs8l $9, Pasal 60,
Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (2) B3, Pasal 66,
Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 dapataddn sanksi
administratif antara lain berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

C. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank
dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegaattarmn
dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Basal
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nd®or
Tahun 1998.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat @nk Bang
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan P&salalib
membentuk PPA sebesar 100% (seratus perserathgdagr Aktiva
dimaksud.

Pasal Il

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padggdahditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatanaindLembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 20009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR28
DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/2/PBI/2009
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005
TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

.  UMUM

Sebagai suatu lembaga yang fungsi utamanya adatsiylmmpun dan
menyalurkan dana masyarakat, peran perbankan un&runjang pergerakan
sektor riil melalui pembiayaan sangat diharapkarm&suk dalam kondisi
menghadapi dampak krisis keuangan global.

Bahwa dalam menghadapi krisis keuangan global,apad tekanan
terhadap kondisi likuiditas dan rentabilitas BaBlerkaitan dengan hal tersebut
diperlukan efisiensi dalam kegiatan operasional Bgak tetap dapat melakukan
pembiayaan secara optimal dengan dana yang dinil&dam melaksanakan
pembiayaan dimaksud, bank perlu tetap mengelolposks risiko kredit pada
tingkat yang memadai sehingga dapat meminimalkatengo kerugian dari
penyediaan dana. Berkaitan dengan hal tersebuéerg@n manajemen risiko
kredit pada setiap tahapan penyediaan dana, tekmmsuojaga kualitas aktiva
dan pembentukan penyisihan penghapusan yang cpkulp, dilakukan secara
efektif.

Dalam ...
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Dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan okrbapkan dan
melihat perkembangan kondisi yang terjadi dewagadipandang perlu untuk
menyesuaikan beberapa ketentuan dalam penilaiaitasuaaktiva bank.
Penyesuaian ini diharapkan dapat mempertahankamn p&ank dalam

menunjang pembiayaan sektor riil.

.  PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Angka 1
Pasal 35
Ayat (1)
Batas jumlah I(mit) sebagaimana dimaksud dalam
pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruhlifasi
yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur genyek,
baik untuk debitur individual maupun Kelompok Pejaim
dalam hal Kredit dan penyediaan dana lainnya digama
untuk membiayai proyek yang sama.
Huruf a
Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya
adalah penerbitan jaminan dan atau pembukettan
of credit.
Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana
lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan
dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan
debitur.

Huruf b ...



Huruf b
Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu saat ini diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Angka 1)

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko

(risk control system) meliputi:

a. pengawasan aktif Komisaris dan
Direksi Bank;

b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan
penetapan limit;

c. kecukupan identifikasi, pengukuran,
pemantauan, pengendalian, dan sistem
informasi manajemen risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang
komprehensif,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku mengenai

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum.

Secara...
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Secara  umum, predikat  penilaian
kecukupan sistem pengendalian risiko
untuk risiko kredit yang sangat memadai
(strong) dicerminkan melalui penerapan
seluruh  komponen sistem pengendalian
risiko tersebut di atas terhadap seluruh
risiko kredit yang efektif untuk memelihara
kondisi internal Bank yang sehat. Apabila
terdapat kelemahan dalam penerapan
pengendalian intern, kelemahan tersebut
tidak bersifat material terhadap risiko
kredit dan dapat segera dilakukan tindakan
korektif sehingga tidak menimbulkan
pengaruh yang signifikan terhadap kondisi
Bank.

Huruf b)
Cukup jelas.

Huruf c)
Peringkat komposit adalah peringkat
komposit sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
mengenai  Sistem Penilaian  Tingkat

Kesehatan Bank Umum.

Angka 2) ...



Angka 2)

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko

(risk control system) meliputi:

a. pengawasan aktif Komisaris dan
Direksi Bank;

b. kecukupan kebijakan, prosedur dan
penetapan limit;

c. kecukupan identifikasi, pengukuran,
pemantauan, pengendalian, dan sistem
informasi manajemen risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang
komprehensif,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku mengenai

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Umum.

Secara umum, predikat  penilaian

kecukupan sistem pengendalian risiko

untuk risiko kredit dapat diandalkan

(acceptable) dicerminkan melalui

penerapan seluruh komponen sistem

pengendalian risiko tersebut di atas
terhadap seluruh risiko kredit yang cukup

efektif untuk memelihara kondisi internal

Bank ...
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Bank yang sehat. Apabila terdapat
kelemahan dalam penerapan pengendalian
intern terhadap risiko kredit, kelemahan
tersebut tidak bersifat material terhadap
risiko kredit dan apabila tidak segera
dilakukan  tindakan  korektif  dapat

menimbulkan pengaruh yang signifikan

terhadap kondisi Bank.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Huruf ¢

Peringkat komposit adalah peringkat
komposit sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
mengenai  Sistem Penilaian  Tingkat

Kesehatan Bank Umum.

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur

dengan

lokasi kegiatan usaha berada di daerah

tertentu adalah Kredit atau penyediaan dana lain da

Bank untuk investasi dan atau modal kerja di daerah

tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia

memerlukan penanganan khusus untuk mendorong

pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Yang ...
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Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah
penerbitan jaminan atau pembukéaetter of credit.

Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaaradan
lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas
yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitu
individual maupun kelompok peminjam yang diterima

dari satu Bank.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur
terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesakBa
secara individual.

Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank dengan
jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang
merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank
tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktifnga
diberikan oleh Bank lain kepada debitur ataweko

yang ...



-8-

yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 40

Ayat (1)
Yang termasuk dalam Properti Terbengkalai antara la
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau taaadp y
disewakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) dan ayat (4)
Yang dimaksud dengan “digunakan untuk kegiatan aisah
Bank secara mayoritas” adalah Bank menggunakan pors
terbesar yaitu lebih dari 50% (lima puluh persesatu
Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatahausa
Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing
properti.
Sebagai contoh:
Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank
sebesar 65%.

Properti ...
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Properti B digunakan untuk Kkegiatan usaha Bank
sebesar 40%.

Properti C seluruhnya tidak digunakan untuk kegiata
usaha Bank.

Dalam hal ini, properti A seluruhnya tidak digoldag
sebagai Properti Terbengkalai, properti B digolamgk
sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% dan npir@pe

seluruhnya digolongkan sebagai Properti Terbengkala

Angka 3
Pasal 47A
Ayat (1)
Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang rikibe
kepada debitur atau Kelompok Peminjam.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu
kepada standar penilaian yang digunakan oleh penila
independen.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 4 ...



Angka 4
Pasal 48
Ayat (1)
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Huruf a

Peringkat investasi adalah peringkat investasi
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan

Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan
tertulis dari penilai independen atau penilai inter
Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai
ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap
fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan
prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan

oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Huruf ¢

Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk
tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah
perkebunan, dan tanah pertambangan.

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan
tertulis dari penilai independen atau penilai inter
Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai
ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap

fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode d

prinsip ...



Angka 5

Pasal 49
Ayat (1)
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prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan
oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.
Penilaian agunan mengacu pada pengaturan dalam
Pasal 47A.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan antaia la
berdasarkan data historis nilai realisasi agunangypada
umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yarnghte
diperhitungkan sebagai pengurang PPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan/atau terdajagt yang besar
antara hasil penilaian dengan perhitungaesent value

dari agunan.

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang
wajib dibentuk oleh Bank terkait dengan fungsi agun
sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungangdenitu,
agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengiBag
adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank padga

terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yangldhber

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Sebagai contoh:
Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belasanbul
terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Aguna
yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam
pembentukan PPA: 70% (tujuh puluh perseratus) x
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) =
Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).
Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksiadat
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), anak
agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang
dalam pembentukan PPA adalah Rp60.000.000.000,00
(enam puluh milyar rupiah).

Angka 6
Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal Il

Cukup jelas.
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